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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya
disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Rencana Pembangunan Jangka  Panjang, yang
selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang
selanjutnya  disingkat RPJM, adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana


http://www.peraturan.go.id

10.

11.

12.

13.

2016, No.228

rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional,
dan RPJM daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah
Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota
yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau
evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
Penyusun KLHS adalah orang yang melakukan
penyusunan KLHS.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup.
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Pasal 2

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib

membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana
rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM
nasional, dan RPJM daerah; dan

b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko

Lingkungan Hidup.

Pasal 3
Selain rencana tata ruang wilayah beserta rencana
rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan
atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi
kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau
kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi
kawasan konservasi perairan.
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b, meliputi:
a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di
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daratan, perairan, dan wudara yang berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan

Hidup yang meliputi:

1. perubahan iklim;

2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan
keanekaragaman hayati;

3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah
bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau
kebakaran hutan dan lahan;

4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya
alam;

5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan
dan/atau lahan;

6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau
terancamnya keberlanjutan penghidupan
sekelompok masyarakat; dan/atau

7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan
keselamatan manusia.

b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain

berdasarkan permintaan masyarakat.

Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
yang wajib dilaksanakan KLHS berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara
penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Pasal 4

Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap penyusunan

atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang:

a.
b.

tanggap darurat bencana; dan

kondisi darurat pertahanan dan keamanan.
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